
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR JAMBI 
 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI 

 
NOMOR 402/KEP.GUB/DISDIK/2025 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID 

BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 
DI PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2025/2026 

 

 
GUBERNUR JAMBI, 

 

 
Menimbang : a. 

 

 
 

 

 

 
 

 

b. 
 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang 
Sistem Penerimaan Murid Baru, dipandang perlu 

menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem 

Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah 

Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan 
Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jambi Tahun 

Ajaran 2025/2026; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur Jambi; 

 
Mengingat : 1. 

 

 
 

2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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6. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
7. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

8. 

 
 

 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6807); 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6762); 

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 385); 
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10. 

 

 
 

11. 

 
 

 

 
12. 

 

 

 
 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, 

Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 383); 
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan 

Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 134); 

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 7); 
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi 

Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 
Nomor 35); 

    

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  

 
KESATU  : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan 

Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa 
Negeri di Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Gubernur ini. 
 

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal  16 Mei 2025 
 

GUBERNUR JAMBI, 

 

 

 

H. AL HARIS 

 

Tembusan: 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  

2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia; 

3. Wakil Gubernur Jambi; 
4. Ketua DPR Provinsi Jambi; 

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; 

6. Inspektur Provinsi Jambi; 
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi; 

 

       Salinan sesuai dengan aslinya 
 Plt. Kepala Biro Hukum, 
 

         
 

       M. Ali Zaini, SH, MH 

       Pembina Utama Muda (IV/c) 

       NIP. 19730729 200012 1 002   



8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jambi; 
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi; 

10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi; 

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; 

12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi; 
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi; 

14. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi; 

15. Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi; 
16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi; 

17. Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK se-Provinsi Jambi. 

 
 

















































































A. LARANGAN DAN SANKSI. 
1. Satuan Pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan 

di dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan pendaftaran SPMB. 
2. Satuan Pendidikan dilarang melakukan tindakan yang melanggar 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran, maka akan ditindak 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4. Orang tua/Wali dan calon Murid dilarang melakukan pemalsuan 
dan/atau merubah data/dokumen/informasi yang berhubungan 
dengan syarat-syarat pendaftaran SPMB, dan apabila dikemudian hari 
ditemukan/terbukti terjadinya pelanggaran maka pihak Satuan 
Pendidikan berhak melakukan pembatalan pendaftaran calon Murid. 

 
 

GUBERNUR JAMBI, 
 

 
 
H. AL HARIS 

 
 

        Salinan sesuai dengan aslinya 
 Plt. Kepala Biro Hukum, 
 

         
 

       M. Ali Zaini, SH, MH 
       Pembina Utama Muda (IV/c) 
       NIP. 19730729 200012 1 002   
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